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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan capaian pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu disusun suatu
road map reformasi birokrasi;

b. bahwa road map reformasi birokrasi Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
tahun 2015-2019 sudah berakhir sehingga perlu disusun
road map reformasi birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020-
2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;
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Mengingat

Menetapkan

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 159);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2024 KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

(1)

(2)

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri Koordinator ini, ditetapkan
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan merupakan bentuk operasionalisasi grand

design reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi
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(3)
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birokrasi selama 5 (lima) tahun.

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan digunakan sebagai acuan pelaksanaan
program mikro reformasi birokrasi nasional di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memuat:

pendahuluan;

evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun 2015-2019;
c. isu strategis reformasi birokrasi;
d. sasaran dan strategi pelaksanaan;
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
f.  penutup.
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan untuk tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dijabarkan ke dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan.
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(2)

(3)

Rencana aksi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator ini.

Rencana aksi untuk tahun 2020 telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku,

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2021

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO
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